PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan visi, misi dan program
Bupati kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan
daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2009-2014;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor S5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013, serta berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadinya
perubahan yang mendasar, rencana pembangunan Daerah
dapat diubah;

c. bahwa Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai c, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-
2014, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2011 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2012 Nomor 12);
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Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Menetapkan

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2009-2014

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014,
diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan
RPJMD, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya
dapat dipahami dengan baik.



BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan hasil analisis
dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini menyajikan gambaran hasil pengolahan
data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan
daerah.

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu
strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan
dalam S5 (lima) tahun rencana, meliputi permasalahan
pembangunan daerah dan isu strategis.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran
yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun rencana.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam
mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan
dari setiap strategi terpilih.

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

Bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan
umum yang berisi arah kebijakan pembangunan
berdasarkan strategi yang dipilih dengan target
capaian indikator kinerja.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bagian ini diuraikan indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan anggaran.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bagian ini menggambarkan ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari
akumulasi pencapaian hasil program pembangunan
daerah setiap tahun.

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bagian ini menjelaskan bahwa RPJMD menjadi
pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD serta Renstra
SKPD.

PENUTUP



2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd
H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 17



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2009-2014

UMUM

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ciamis dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa dalam struktur dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 substansi maupun
sistematikanya belum sesuai dengan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu terjadi
perubahan yang mendasar, mencakup perubahan kebijakan nasional yang
ditunjukkan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2010-2014 dan perubahan kebijakan pembangunan
Provinsi Jawa Barat dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 yang
memuat tentang angka indikator pembangunan yang belum terakomodasikan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2014.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 perlu diubah
dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 1I

Cukup Jelas



